SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

. bahwa pemilihan Kepala Desa sebagai sarana perwujudan

kedaulatan rakyat untuk menghasilkan Pemerintah Desa
yang demokratis perlu mempertimbangkan kondisi
sosiologis dan kesehatan masyarakat;

. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala

Desa yang efektif dan efisien, langsung, umum, bebas
rahasia, jujur dan adil perlu dilakukan penyesuaian dengan
perkembangan masyarakat desa dan kemajuan teknologi
sistem pemilihan Kepala Desa;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika
sosiologis bencana nonalam yaitu pandemi Corona Virus
Disease 2019 sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II



Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
657);



8.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol
Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 4);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 9) diubah
sebagai berikut:

1. Diantara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1 angka yakni angka 1la,
dan ditambah 3 angka yakni angka 21, angka 22 dan angka 23, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

la. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD
khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

8. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa
dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.
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Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk
Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih
menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala
Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum
terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar
pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar
penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan
Kepala Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala
Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan
dukungan.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

Elektronik Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang
selanjutnya disebut dengan e-voting adalah pemanfaatan perangkat
elektronik yang berguna untuk mengolah informasi digital dalam
membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan
suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan
jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

Tim Teknis E-Voting yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim
yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia
pemilihan Kepala Desa yang menggunakan e-voting.

Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk
kertas maupun elektronik.



Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 5

Bupati membentuk panitia pemilihan di Daerah yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Panitia pemilihan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari unsur:

a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah, Pimpinan DPRD,
Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan
teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;

b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Daerah;
dan

c. Unsur terkait lainnya;

Dalam hal pemilihan Kepala Desa menggunakan e-voting selain

dibentuk kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu

dibentuk Tim Teknis E-Voting.

Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Bupati

membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:

a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat,
pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional
Indonesia;

b. satuan tugas penanganan Corona Virus Desease 2019
kecamatan; dan

c. unsur terkait lainnya.

Tugas Panitia pemilihan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak
suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan
pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa
tingkat Kabupaten;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa
dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Tugas Sub kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), meliputi:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di
Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas
penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait
lainnya;

b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan
kepada desa; dan



c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan
dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di
Kabupaten.

(7) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
¢, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada
desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A
(1) Tim Teknis E-Voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan

Pemerintah Daerah berlatar belakang Pendidikan Teknologi Informasi

dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang menguasai Teknologi Informasi.

(2) Tim Teknis E-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan instalasi peralatan e-voting sesuai dengan aplikasi
program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;

b. melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk
dapat menggunakan e-voting;

c. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto calon Kepala
Desa sesuai dengan nomor urut pada aplikasi program yang akan
dipergunakan dalam pemungutan suara;

d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-
voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan
suara;

e. membantu menyelesaikan permsalahan yang mungkin timbul
menyangkut hal-hal teknis peralatan e-voting pada saat
pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara; dan

f. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati.

(3) Tim Teknis E-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 21 huruf | dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:

a. warga Negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan yang maha esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-
undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik
Indonesia dan bhinneka tunggal ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;



L.
m.

dihapus;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

berbadan sehat dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit
Pemerintah Daerah;

dihapus;

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 33
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
dilakukan dengan cara:
a. mencoblos 1 (satu) kali pada surat suara; dan/atau
b. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara
elektronik.
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon melalui surat
suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian suara melalui peralatan
pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 40 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf {, sehingga Pasal
40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a.

b.

surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan

tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang
memuat satu calon; atau

tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak
segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang
memuat nomor, foto, dan nama calon.

dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon Kepala
Desa yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih
hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, namun tidak
mengenai kolom Calon Kepala Desa lain, Surat Suara tersebut



dinyatakan sah.

Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal
44A, Pasal 44B, Pasal 44C dan Pasal 44D sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44A
(1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease
2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;
(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44B
Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease
2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di
kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika
situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan pengendalian Corona
Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 44C
(1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada

Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal yang

membidangi Bina Pemerintahan Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;

a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14
(empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan
suara dan perhitungan suara; dan

b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14
(empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan
Kepala Desa terpilih.

Pasal 44D
Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana
nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa
status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Ketentuan Pasal 48 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal
48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48
(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Daerah
yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada



(1a)

(2)

(3)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
untuk biaya yang tidak teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui musyawarah Desa
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi
Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran
pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

b

H.ANGSORI, S.Ag..MH
NIP. 19700414 199803 1 005

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PROVINSI JAMBI : (3-8/2022).



